




 Berdasarkan dengan permasalahan yang ada dalam penelitian ini yaitu 
terkait dengan pelaksanaan PKH dalam kerangka collaborative governanace 
sebagai kebijakan penanggulangan kemiskinan untuk mencapai SDGs di Kota 
Malang, dan juga untuk memberikan pemahaman secara akademis. Oleh sebab itu  
pada bab ini, peneliti akan memberikan beberapa  dasar teoritis dan konsep yang 
jelas dan digunakan sebagai acuan dalam proses pembahasan hasil penelitian. 
Berikut penjelasan tinjauan pustaka mengenai teori atau konsep yang digunakan 
dalam penelitian: 
A. Penelitian Terdahulu 




















Dalam SDGs dinyatakan no 
poverty (tanpa kemiskinan) 
sebagai poin pertama prioritas. 
Hal ini berarti dunia 
bersepakat untuk meniadakan 
kemiskinan dalam bentuk 
apapun di seluruh penjuru 
dunia, tidak terkecuali 
Indonesia.Sehingga dalam 
setiap penanganan kemiskinan 
harus dipahami secara 
menyeluruh dan saling 
interdependen dengan dan 
ditangani dalamkonteks global. 
2 Ika Fitriani. 2017. Pendekatan Sistem kemitraan dan 
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belum dilaksanakan dengan 
baik dalam penanggulangan 
kemiskinan TKP2KD 
Kabupaten Kebumen terus 
menggerakkan seluruh elemen 


























Pelaksanaan PKH untuk 
mencapai MDGs di Provinsi 
DKI Jakarta masih belum 
maksimal, ini terjadi karena 
adanya permasalahan dalam 
kelembagaan dan tata kelola 
pelaksanaan PKH di Provinsi 
DKI Jakarta yang dimana 
Kelembagaan Tim Koordinasi 
Teknis PKH di tingkat 
Provinsi/Kota masih belum 
dibentuk oleh Pemerintah 
Provinsi DKI Jakarta. Serta 
tujuan pembangunan global 
atau MDGs diantaranya yaitu 
menanggulangi kemiskinan, 
kelaparan,kesehatan dan 
pendidikan belum tercapai. 
4 Abu Huraerah. Pendekatan Sebagai pihak yang 
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pemerintah dituntut untuk 
memiliki komitmen yang kuat 
untuk dapat menerapkan 
strategi penanggulangan 
kemiskinan agar dapat benar-
benar menghapus segala 
kemiskinan dan memenuhi 
kebutuhan masyarakat. 




















kemiskinan yang dilakukan 
melalui program one village 
one sisterini bertujuan untuk 
mempromosikan OVOS 
Company melalui media massa 
secara langsung, mengatasi 
keterbatasan informasi dan 
keterbatasan pemerintah dan 
memperluas jejaring 
pemerintah Kulon progo 














Pelaksanaan program One 
Village One Product  dengan 
berbasis collaborative 
governance ini dilakukan 
untuk mengentaskan 
kemidinan di Kabupaten 
Bantul. Collaborative 
governance dalam program 
OVOP ini telah berjalan 
dengan baik dan sesuai dengan 
indikator. 















pengentasan kemiskinan baik 
berupa undang-
undang,peraturan atau program 
yang masih belum harmonis 
dengan target MDGs ini 
dikarenakan akibat dari 
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perbedaan dalam pendefinisan 
kemiskinan. Negara Indonesia 
menggunakan banyak 
indikator yang berlainan dalam 
mengartikan kemiskinan 
sedangkan MDGs kemiskinan 
adalah seseorang yang 
berpenghasilan kurang darI 1 
US$ per hari.   

















Terdapat 7 indikator dari 
MDGs yang pada dasarnya 




serta kelaparan di Kota Meda. 
Berakhirnya MDGs dan 
digantikannya dengan SDGs 
menjadikan pemerintah Kota 
Medan harus tetap 
berkomitmen dalam proses 
pembangunan khususnya 
dalam menanggulangi 
kemisinan dan kelaparan. 
















Secara umum PKH merupakan 
program yang diupayakan 
untuk membangun sistem 
perlindungan sosial kepada 
masyarakat atau keluarga 
miskin. Pelaksanaan PKH di 
Kabupaten Mojokerto telah 
berjalan dengan cukup baik, 
hal tersebut dapat dilihat dari 
terlaksananya setiap tahapan 
proses yang berjalan dengan 
lancar. 






Program Jalin Kesra 
merupakan program yang 
digagas oleh Gubernur Jawa 
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Timur yang dilakukan untuk 
mengentaskan kemiskinan 
sebagai upaya dalam 
mendukung tujuan MDGs. 
Sesuai dengan evaluasi yang 
dilakukan dalalam 
pelaksanaannya Program Jalin 
Kesra sudah memberikan 
kontribusi  dalam mengurangi 
kemiskinan di Jawa timur baik 
dalam tingkat provinsi dan 
juga tingkat nasional.   
 
Berdasarkan dengan beberapa literature review yang telah dijelaskan 
diatas dapat diketahui bahwa permasalahan kemiskinan merupakan masalah 
sosial yang cukup kompleks dan terjadi hampir di seluruh negara berkembang 
di dunia. Oleh sebab itu harus dipahami bahwa kemiskinan adalah 
permasalahan dunia yang harus ditangai dalam konteks global secara 
interdependen dengan sistem kemitraan atau kerjasama antar pemangu 
kepentingan. Dalam penelitian tersebut diatas terdapat memiliki persamaan 
dengan penelitian yang dilakukan penulis yaitu sama-sama membahas 
kebijakan penanggulangan kemiskinan dalam mecapai SDGs. Adapun 
perbedaan yang muncul yaitu fokus penelitian dimana penulis akan melihat 
collaborative governance dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan 
(PKH). Akan tetapi beberapa penelitian diatas juga juga memiliki perbedaan 
yang dimana penelitian penulis akan berfokus pada satu program 
penanggulangan kemiskinan berupa Program Keluarga Harapan sedangkan 
                                                             
37
Auliya Husna & Hermawan (dkk). 2013. Evaluasi Pelaksanaan Program Penanggulangan 
Kemiskinan Jalin Kesra (Jalan Lain Menuju Kesejahteraan Rakyat) Sebagai Upaya Mendukung 
Pencapaian Target Mdg’s (Millenium Development Goals) Di Provinsi Jawa Timur. Diakses tanggal 
19 mei 2018. http://administrasipublik.studentjournal.ub.ac.id/index.php/jap/article/view/111 
30 
 
pada penelitian diatas fokus penelitian cenderung pada program pemberdayaan 
masyarakat.  
B. Kebijakan Publik 
Pada dasarnya kebijakan publik merupakan keputusan politis yang 
diambil oleh pemerintah untuk mengatasi berbagai masalah serta isu-isu yang 
ada dan berkembang di masyarakat. Kebijakan publik juga merupakan hasil 
atau output dari proses penyelenggaraan pemerintah. Sehingga dapat 
dikatakan bahwa kebijakan publik adalah sebuah “problem solver” yang 
berperan dalam menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi 
masyarakat.Secara teoritis terdapat berbagai macam definisi kebijakan publik 
dari para ahli, oleh sebab itu selanjutnya akan dijelaskan konsep kebijakan 
publik yang relevan dengan penelitian yang dilakukan.  
Menurut Goeorge C. Edward III (1980), kebijakan publik adalah apa 
yang pemerintah katakan dan lakukan atau tidak lakukan itu adalah tujuan 
dan sasaran dari program-program pemerintah.38 Mengacu pada definisi 
kebijakan diatas dapat diketahui bahwa kebijakan adalah tindakan yang 
dilaksanakan untuk mencapai suatu tujuan dalam penyelesaian masalah. 
Kaitannya dengan penelitian yang dilakukan penulis, kemiskinan menjadi 
sebuah permasalahan yang kompleks dan berdimensi luas. Karena hal 
tersebut pemerintah Kota Malang berupaya memecahkan masalah kemiskinan 
agar dapat mencapai tujuan SDGs melalui pendekatan multi dimensi dengan 
turut serta mewujudkan tujuan dan sasaran PKH sebagai cara untuk 
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menanggulangi kemiskinan berbasis keluarga yang sesuai dengan kondisi 
masyarakat di Kota Malang.  
Sementara itu menurut William N. Dunn (1999) kebijakan publik 
merupakan serangkaian pilihan-pilihan yang saling berhubungan yang dibuat 
oleh lembaga atau pejabat pemerintah pada bidang-bidang yang menyangkut 
tugas pemerintah seperti pertahanan keamanan, energi dan lingkungan, 
pendidikan, kesehatan serta kesejahteraan masyarakat.39 Terdapat relevansi 
antara definisi kebijakan publik menurut William N. Dunn dengan penelitian 
yang dilakukan, dalam hal kesejahteraan masyarakat erat kaitannya dengan 
masalah kemiskinan oleh sebab itu kebijakan publik harus hadir dalam 
menanggulangi masalah-masalah kemiskinan. 
Sehingga untuk mengatasi masalah kemiskinan diperlukan strategi, 
mekanisme dan sistem yang dapat menunjang peningkatan taraf hidup, 
menjamin keadilan sosial dan memperluas kesempatan bagi setiap warga 
untuk memiliki kehidupan layak dan terpenuhinya kebutuhan dasar.40  Oleh 
karena hal tersebut Program Keluarga Harapan (PKH) hadir untuk 
memecahkan masalah sosial masyarakat miskin melalui pemberian bantuan 
sosial bersyarat serta dengan memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar 
masyarakat miskin agar dapat mengakses kebutuhan dasar seperti pendidikan 
dan kesehatan.  
Dalam proses penyusunan kebijakan publik terdapat beberapa tahapan 
yang harus dilakukan. William Dunn (2003) berpendapat proses pembuatan 
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kebijakan publik merupakan suatu konsep yang kompleks karena melibatkan 
banyak alur proses dan terdapat 5 tahapan dalam pembuatan kebijakan publik 






Gambar 2.1Tahapan Kebijakan Publik 
Sumber : Data sekunder, diolah oleh peneliti41 
Berdasarkan dengan dapat diketahui bahwa terdapat 5 tahapan dalam 
penyusunan kebijakan publik, Pertama yaitu penyusunan agenda, ini 
merupakan sebuah fase atau proses perumusan masalah yang ditetapkan oleh 
aktor politik menjadi suatu agenda publik. Kedua  tahap formulasi kebijakan 
merupakan tahap pembentukan beberapa alternatif kebijakan untuk kemudian 
dapat memecahkan masalah yang telah ada dengan cara terbaik yaitu dengan 
meminimlaisir kendala/penolakan kebijakan. Ketiga  tahap adopsi kebijakan 
adalah tahap menawarkan beberapa alternatif kebijakan oleh para perumus 
kebijakan dan kemudian hanya salah satu kebijakan terbaik yang akan 
diadopsi dan diterima oleh mayoritas dukungan. Keempat tahap implementasi  
yaitu pada tahap ini alternatif kebijakan yang diputuskan akan dilaksanakan 
dan dipantau bagaimana kendala serta dampak yang diperoleh oleh unit-untit 
pelaksana serta Pemantauan hasil dan dampak yang diperoleh dari kebijakan. 
Kelima tahap evaluasi merupakan tahapan penarikan nilai atau pengukuran 
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dari kebijakan yang telah dilakukan unuk melihat sejauh mana kebijakan 
yang dibuat dapat meraih dampak yang diinginkan, yaitu memecahkan 
masalah yang dihadapi masyarakat.  
Secara garis besar penelitian ini akan berfokus pada tahap keempat dalam 
proses penyusunan kebijakan publik yaitu implementasi. Hal ini mengacu 
pada objek penelitian yang diambil berfokus pada pelaksanaaan PKH di Kota 
Malang. Karena dengan implementasi kebijakan diharapkan mencapai sebuah 
tujuan yang direncanakan. Selain itu argumentasi yang digunakan oleh 
peneliti yaitu dengan mengetahui serangkaian kegiatan PKH yang dijalankan 
maka akan diketahui apakah penerapan PKH sudah sesuai dengan apa yang 
menjadi tujuan yaitu untuk menanggulangi kemiskinan  dan dapat mencapai 
SDGs.  
Dalam realisasi kebijakan penanggulangan kemiskinan melalui PKH di 
Kota Malang dalam mencapai SDGs yang berbasis kolaborasi terdapat  
beberapa faktor yang kemudian mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan 
kegiatan. Asumsi yang digunakan oleh penulis yaitu bahwa tidak ada faktor 
tunggal dalam proses implementasi. Sehingga dalam penelitian ini akan 
mengkolaborasikan model implementasi kebijakan George C. Edward III 
yang menyatakan bahwa terdapat beberapa faktor yang dianggap 
mempengaruhi proses implementasi kebijakan diantaranya yaitu, komunikasi, 
sumberdaya, disposisi, dan struktur birokrasi. Berikut penjelasan faktor-faktor 





1. Komunikasi  
George C. Edward  mengartikan komunikasi sebagai suatu proses 
penyampaian informasi komunikator kepada komunikan. Menurut Edward 
III informasi terkait kebijakan publik perlu untuk disampaikan kepada 
pelaku kebijakan agar dapat mengetahui apa yang harus dilakukan agar 
dapat mencapai tujuan dan sasaran kebijakan.42 Sama halnya dalam 
pelaksanaan kebijakan penanggulangan kemisinan melalui PKH (Program 
Keluarga Harapan), para penggagas kebijakan melakukan kolaborasi 
dengan mengajak seluruh aktor yang terlibat  untuk beromunikasi baik itu. 
b. Sumberdaya  
Menurut Edward III sumberdaya merupakan faktor yang memiliki 
pengaruh secara langsung terhadap kefektifan pelaksanaan kebijakan. 
Maka sumber-sumber disini meliputi sumberdaya manusia yakni 
seseorang yang bekerja sesuai dengan keahlian dan bidangnya, selanjutnya 
yaitu sumber dana atau sumberdaya anggaran yang akan menunjang 
implementasi program. Hal ini sejalan dengan pendapat 
Edwardmenjelaskan bahwa faktor dana dalam jumlah yang memadai 
merupakan faktor kritis sebagai penunjang keberhasilan pelasanaan suatu 
implementasi kebijakan.43 Sumberdaya manusia dalam implementasi PKH 
di Kota Malang ini adalah Dinas Sosial Kota Malang khususnya bidang 
perlindungan jaminan sosial sebagai leading sector serta staf pelaksana 
yang terdiri dari pendamping, operator dan juga coordinator PKH Kota 
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Malang. Secara pendanaan sumberdaya anggaran dalam implementasi 
PKH ini berasal dari APBN.  
c. Disposisi 
Dalam penjelasan Edward III, disposisi merupakan kemauan, 
keinginan serta sikap dan komitmen para pelaku kebijakan untuk 
melaksanakan kebijakan secara sungguh-sungguh sehingga apa yang 
menjadi tujuan dapat terwujud.44 Mengacu pada penjelasan tersebut dapat 
diketahui bahwa para stakeholders khususnya yang menjadi implementer 
dalam suatu kebijakan atau program harus berperilaku baik dan memiliki 
rasa tanggungjawab penuh agar tujuan kebijakan yang diinginkan para 
pembuat keputusan dapat terlaksana dan tercapai dengan baik. Sehingga 
dalam pelaksanaan kebijakan penanggulangan kemiskinan melalui PKH 
para implementator seperti Dinas Sosial dan petugas PKH Kota Malang 
harus memiliki perilaku yang baik dan bertanggungjawab penuh dalam 
melaksanakan tugas dengan sungguh-sungguh pada setiap kewajiban yang 
ada.  
d. Struktur Birokrasi 
 Menurut Edward III  aspek-aspek struktur birokrasi dalam 
implementasi kebijakan membutuhkan struktur yang tepat, pembagian 
kewenangan yang sesuai dengan kepentingan dan hierarki, hubungan antar 
seluruh unit organisasi dalam menjalankan program, serta aspek strukrural 
paling dasar suatu organisasi yaitu adanya prosedur-prosedur kerja ukuran 
dasarnya adalah (Standart Operating Procedures (SOP). Dalam konteks 
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pelaksanaan kebijakan penanggulangan kemiskinan melalui PKH, 
pemerintah Kota Malang terutama Dinas Sosial sebagai leading sector  
serta koordinator dari penerapan PKH wajib untuk melaksanakan peran 
dan tugas sesuai dengan SOP, selain itu unit-unit lain yang juga terlibat 
dalam pelaksanaan PKH juga harus saling berkoordinasi dalam 
implementasi program. 
C. Collaborative Governance 
Sebagai usaha untuk mewujudkan kesejahteraan bangsa dengan melalui 
peningkatan kesejahteraan masyarakat. Melalui penyelenggaraan pemerintah 
dengan menjalin  kerjasama dengan stakeholders pemerintah mencoba untuk 
dapat memberikan respon kepada masyarakat untuk menganani permasalahan 
publik. Salah satu strategi yang dilakukan oleh pemerintah  dengan 
melibatkan para pemangku kepentingan atau stakeholdersdalam  membuat 
keputusan bersama ini sering disebut sebagai collaborative governance. 
Kolaborasi diartikan sebagai bentuk kerja sama, interaksi, kompromi 
beberapa elemen terkait baik individu, lembaga atau pihak-pihak yang terlibat 
secara langsung dan tidak langsung yang menerima akibat dan manfaat.45 
Collaborative governance  menurut Ansell dan Gash (2007) adalah 
aransmen pengaturan di mana satu atau lebih lembaga publik melibatkan 
secara langsung stakeholder non-pemerintah dalam proses pengambilan 
keputusan kolektif, yang bersifat formal, berorientasi pada konsensus, 
deliberatif serta bertujuan untuk membuat atau mengimplementasikan 
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kebijakan publik atau mengelola program-program atau aset publik.46 
Berdasarkan penjelasan tentang collaborative governance diatas dapat 
disimpulkan bahwa kolaborasi pemerintah merupakan suatu proses hubungan 
kerjasama yang melibatkan stakeholders  serta masyarakat dalam pembuatan 
serta pelaksanaan kebijakan serta pengelolaan program dan asset publik. 
Pada perspektif kerjasama yang meliatkan stakeholders kolaborasi juga 
diartikan sebagai konsep hubungan antar organisasi, hubungan antar 
pemerintah, dan juga aliansi strategi serta jaringan yang multi organisasi. 
Secara umum kolaborasi juga membahas kerjasama antara beberapa 
stakeholder  yang memiliki kepentingan  untuk mengelola program atau 
sumber daya yang telah disepakati sebagai tujuan dalam kerjasama.  Adapun 
pelaku dalam kegiatan kolaborasi ini seperti pemerintah, lembaga non 
pemerintah atau swasta, masyarakat, komunitas atau lembaga swadaya yang 
berbasis kemasyarakatan.  
Menurut Ansell dan Gash model collaborative governance  terdiri dari 
empat variable utama, yaitu :  
1. Kondisi Awal, dalam variabel ini kondisi awal menjadi dasar tingkat 
kepercayaan  relasi antar stakeholder, tiap-tiap aktor memiliki latar 
belakang berbeda yang dapat menghasilkan sebuah bentuk hubungan 
asimetris dalam relasi yang dijalankan, pada umumnya Bentuk 
ketidaksamaan tersebut yaitu seperti distrust, sikap tidak saling 
menghormati, antagonism antar actor atau pertentangan. 
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2. Kepemimpinan Fasilitatif, merupakan unsur penting yang membawa 
para pemangku kepentingan untuk menetapkan aturan-aturan dasar 
yang jelas, membangun kepercayaan, memfasilitasi dialog, dan 
mengeksplorasi keuntungan bersama. Kepemimpinan penting untuk 
merangkul, memberdayakan, melibatkan dan memobilisasi pemangku 
kepentingan untuk bergerak maju melakukan kolaborasi. Menurut Ryan 
dan Gash terdapat tiga komponen kepemimpinan kolaboratif yang 
efektif diantaranya yaitu, Manajemen yang cukup terhadap proses 
kkolaborasi, Pengelolaan kemampuan melaksanakan kredibilitas teknis, 
Memastikan bawa kolaborasi tersebut diberdayakan untuk membuat 
keputusan yang kredibel dan meyakinkan bagi semua actor. 
3.  Desain Institusional, mengacu pada protokol dasar dan aturan-aturan 
dasar untuk kolaborasi secara kritis yang paling ditekankan adalah 
legitimasi prosedural dalam proses kolaborasi. Dalam proses kolaborasi 
yang harus di tekankan adalah pemerintah harus bersifat terbuka , 
inklusif dan menggunakan orientasi yang bersifat konsesnsus. Sehingga 
kolaborasi dapat dikatakan berhasil adalah dengan adanya inklusifitas 
yang transparan pada seluruh aktor yang terlibat dalam proses 
kolaborasi. 
4. Proses Kolaborasi, menggambarkan kolaborasi sebagai perkembangan 
serta tahapan. Dalam tahapan proses kolaborasi terdapat  tiga tahapan 
proses kolaboratif yang meliputi Dialog tatap muka (Face to face), 
39 
 
membangun kepercayaan (Trust Building), komitmen terhadap proses 
(Comitment to process), Share Understanding dan Hasil sementara.47 
 Mengacu pada penjelasan diatas pelaksanaan kolaborasi pemerintah 
ditandai dengan adanya interaksi berkualitas yang akan membentuk sebuah 
kepercayaan serta komitmen pada para stakeholder. Adanya kepercayaan dan 
komitmen dalam proses kolaborasi akan  dapat menghilangkan kendala yang 
sering muncul karena perbedaan karateristik serta kepentingan antar aktor. 
Dalam kaitannya dengan penanggulangan kemiskinan, melalui kolaborasi 
pemerintah dengan pemangku kepentingan akan memberikan dampak yang 
menguntungkan bagi pemerintah baik dari segi anggaran, jejaring 
kelembagaan dan partisipasi masyarakat. 
Kaitannya dengan pemaparan diatas PKH (Program Keluarga Harapan) 
merupakan program pemerintah pusat (Kementerian Sosial) yang bertujuan 
untuk menanngulangi kemiskinan antar generasi. Secara teknis PKH 
dilaksanakan diseluruh daerah kabupaten/kota yang ada di Indonesia, oleh 
sebab itu dalam pelaksanaannya PKH membutuhkan partisipasi dari seluruh 
pihak yang telah berkomitmen untu berkolaborasi bersama.  Adanya 
kolaborasi dan partisipasi dari seluruh stakeholders yang terkoordinir dengan 
baik akan menciptakan harmonisasi kerjasama yang kemudian akan mencapai 
tujuan dari PKH. Diterapkannya collaborative governance  dalam 
pelaksanaan PKH ini akan memberikan dampak yang menguntungkan bagi 
pemerintah baik dari segi anggaran, jejaring kelembagaan dan partisipasi 
masyarakat. Sehingga apabila implementasi PKH dengan berbasis kolaborasi 
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ini terlaksana dan memberikan feedback yang baik kepada masyarakat miskin 
maka penanggunlangan kemiskinan akan tercapai dan sesuai dengan tujuan 
yang diinginkan.  
D. Penanggulangan Kemiskinan 
Penanggulangan kemiskinan menjadi suatu agenda wajib yang harus 
dilakukan pemerintah karena sesuai dengan amanat UUD 1945 pada alinea ke 
4  bahwa memajukan kesejahteraan umum adalah tugas negara.  Amanat 
untuk mensejahterakan masyarakat juga tertuang dalam beberapa pasal yang 
ada dalam UUD 1945 diantaranya yaitu : Pasal 27 ayat 2 “tiap – tiap warga 
negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi 
kemanusiaan", Pasal 28 H ayat 1“setiap orang berhak hidup sejahtera lahir 
dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik 
dan sehat serta memperoleh pelayanan kesehatan” dan juga Pasal 34 ayat 2 
yaitu “negara mengembangkan sistem jaminan bagi seluruh rakyat dan 
memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan 
martabat kemanusiaan”. 
Secara definitif penanggulangan kemiskinan merupakan kebijakan dan 
program pemerintah pusat serta pemerintah daerah yang dilakukan secara 
sistematis, terencana dan bersinergi dengan dunia usaha dan masyarakat 
untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dalam rangka meningkatkan 
derajat kesejahteraan rakyat.48 Dalam Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 
2010, Penanggulangan kemiskinan merupakan kebijakan dan program 
pemerintah yang dilakukan secara sistematis dan terencana yang bersinergi 
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dengan dunia usaha serta masyarakat untuk mengurangi angka penduduk 
kemiskinan  dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 
Menurut Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) 
Kemiskinan merupakan suatu permasalahan yang mendesak serta 
membutuhkan langkah-langkah penanganan yang sistemik, terpadu dan 
diperlukan langkah-langkah yang strategis dan komprehensif. Pada umumnya 
penanggulangan kemiskinan yang komprehensif memerlukan keterlibatan 
berbagai pemangku kepentingan. Pemerintah pusat, pemerintah daerah, dunia 
usaha (sektor swata) dan masyarakat merupakan pihak-pihak yang memiliki 
tanggungjawab sama terhadap penanggulangan kemiskinan.49 
Dalam usaha untuk terus menekan angka  kemiskinan, penanggulangan 
kemiskinan dilakukan dengan mempertimbangkan empat prinsip utama 
penanggulangan kemiskinan yang komprehensif yaitu dengan, Perbaikan 
serta pengembangan sistem perlindungan sosial, Peningkatan akses pelayanan 
dasar, Pemberdayaan kelompok masyarakat miskin dan Pembangunan yang 
inklusif.50 Penanggulangan kemiskinan menjadi agenda kebijakan yang 
penting karena apabila pemerintah melalaikan masalah kemiskinan maka 
dapat dikatakan bahwa pemerintah telah melakukan pelanggaran terhadap 
konstitusi. Hal ini terjadi karena sesuai dengan amanat UUD 1945 bahwa 
pemerintah memiliki tanggung jawab dalam mensejahterakan masyarakat. 
Dengan mengacu kepada prinsip utama tersebut, penanggulangan 
kemiskinan dilakukan melalui strategi-strategi yang dijalankan menggunakan 
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berbagai program penanggulangan kemiskinanseperti: Mengurangi beban 
pengeluaran masyarakat miskin, Meningkatkan kemampuan dan pendapatan 
masyarakat miskin, Mengembangkan dan menjamin keberlanjutan usaha 
mikro serta kecil dan Membentuk sinergi kebijakan dan program 
penanggulangan kemiskinan. Strategi penanggulangan kemiskinan tersebut 
dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha, serta masyarakat 
untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin melalui bantuan sosial, 
pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil, 
serta program lain dalam rangka meningkatkan kegiatan ekonomi.51 
E. Dekonsentrasi dan Kerjasama Pemerintah dalam Penanggulangan 
Kemiskinan 
Dalam pelaksanaannya penanggulangan kemiskinan harus dikerangkai 
dengan kewenangan, regulasi serta kerangka kerja yang mendukung masalah 
pengentasan kemisinan. Sesuai dengan amanat konstitusi masalah 
kesejahteraan masyarakat dan kemiskinan menjadi wewenang pemerintah 
baik itu pemerintah pusat atau pemerintah daerah. Pada negara kesatuan 
seperti Indonesia terdapat pelimpahan kewenangan dari pemerintah pusat 
kepada daerah untuk mengatur urusan daerah sesuai dengan potensi dan 
keunikan daerahnya masing-masing. Dengan adanya pelimpahan kewenangan 
tersebut penyelesaian masalah sosial seperti kesenjangan antar daerah dan 
kemisinan dapat dilakukan secara langsung oleh pemerintah daerah.  
 Secara konseptual sistem pelimpahan sebagian kewenangan tersebut dapat 
dilaksanakan dengan cara atau sistem desentralisasi, dekonsentrasi, dan 
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medebewind atau tugas pembantuan.52 Dalam kompleksitasnya konsep 
desentralisasi dikategorikan ke dalam 3 jenis yaitu desentralisasi politik, 
desentralisasi fiscal dan desentralisasi administratif.53Laksono dan 
Topatimasang (2003) mengatakan, “decentralization is a process where 
central government transfer political, fiscal, and administrative power to 
lower levels in an administrative and territorial hierarchy”. Sehingga dapat 
dikatakan bahwa desentralisai tidak hanya sebagai pelimpahan kewenangan 
tetapi juga bisa dalam bentuk pelimpahan dalam bentuk keuangan ataupun 
administrasi. 
Dalam pratiknya desentralasasi dimaknai sebagai pelimpahan wewenang 
serta tanggungjawab dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dan 
dekonsentrasi merupakan bagian dari desentralisasi administrasi. Menurut 
Hellmut Wollman (2007), Deconcentrationis an intrinsically administrative 
concept that captures the devolution of (administrative) functions from an 
upper to a lower level or unit, typically through the establishment of regional 
or local.54Selain itu Rondinelli (1999) mendefinisikan dekonsentrasi adalah 
penyerahan sejumlah kewenangan dan tanggung jawab administrasi kepada 
cabang departemen atau badan pemerintah yang lebih rendah.55 
Berdasarkan definisi dari beberapa ahli diatas, mengungkapkan bahwa 
dekonsentrasi adalah pembagian kewenangan dalam pengambilan keputusan 
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diantara tingkat pemerintahan yang berbeda pada pemerintah pusat atau 
penugasan dari tingkat pemerintahan yang lebih tinggi di pemerintah pusat 
kepadacabang pemerintah pusat di daerah.56Dekonsentrasi dimaknai sebagai 
proses redistribusi tanggung jawab yang bersifat administrasi untuk diberikan 
kepada institusi yang berada dalam bagian pemerintah pusat. Intstitusi 
tersebut diwujudkan melalui pembentukan dan pengoperasionalan berbagai 
kantor atau lembaga pusat yang ditempatkan di berbagai wilayah ataulembaga 
pemerintah lain yang berada dibawahnya yang diatur dan ditetapkan melalui 
perundang-undangan.57 
Pada negara Indonesia dekonsentrasi telah diatur dalam Undang-Undang 
nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta Peraturan 
Pemerintah Nomor 7 tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas 
Pembantuan. Sesuai dengan pasal 1ayat 9 UU Nomor 23 tahun 2014, 
dekonsentrasi adalah pelimpahan sebagian Urusan Pemerintahan yang 
menjadi kewenangan Pemerintah Pusat kepada gubernur sebagai wakil 
Pemerintah Pusat, kepada instansi vertikal di wilayah tertentu, dan/atau 
kepada gubernur dan bupati/wali kota sebagai penanggung jawaburusan 
pemerintahan umum. Secara umum sesuai dengan pasal 25 ayat 1 UU Nomor 
23 tahun 2014, urusan pemerintahan yang kemudian di dekonsentrasikan 
yaitu urusan yang terkait dengan Pembinaan kesatuan bangsa, Pancasila, 
Kerukunan antar suku, agama dan ras, Penanganan konflik sosial, serta 
Urusan pemerintah lain yang bertujuan untuk mempererat persatuan dan 
kesatuan negara. 
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1. Kerjasama Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah 
Dalam konsep negara kesatuan dan otonomi daerah, pelimpahan 
wewenang yang dilakukan melalui kerjasama antara pemerintah pusat dan 
pemerintah daerah dimaksudkan untuk mengurangi ketimpangan 
pembangunan, kemisikinan dan ketertinggalan daerah. Sehingga 
pembangunan, pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan sosial dapat 
berlangsung secara adil, merata dan dinikmati oleh semua masyarakat.  
Secara normatif konsep otonomi daerah dalam kerangka Negara 
Kesatuan Republik Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 
tahun 2014. Sesuai dengan pasal 9 UU No 23 tahun 2014 Urusan 
Pemerintahan terdiri atas urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan 
konkuren, dan urusan pemerintahan umum. Urusan pemerintahan absolut 
adalah Urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan 
Pemerintah Pusat. Kemudian yang dimaksud urusan pemerintahan konkuren 
adalah Urusan pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan 
Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota, dan urusan pemerintahan 
konkuren yang diserahkan ke daerah menjadi dasar pelaksanaan Otonomi 
Daerah. Urusan pemerintahan umum adalah Urusan Pemerintahan yang 
menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan.58 
Sebagai dasar dalam pelaksanaan otonomi daerah, urusan konkruen 
menjadi penyebab timbulnya kerjasama dan koordinasi antar aparatur 
pemerintah dan hubungannya satu sama lain. Sesuai dengan pasal 18 
Undang-undang nomor 7 tahun 2008 dalam penyelenggaraan urusan 
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konkruen pemerintah harus berpedoman pada norma, standar pedoman, 
kriteria, dan kebijakan pemerintah, serta keserasian, kemanfaatan, 
kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan dan pembangunan daerah.  
Kaitannya dengan penjelasan diatas PKH (Program Keluarga Harapan) 
merupakan program kerjasama pemerintah pusat dengan pemerintah daerah 
untuk mengentaskan kemiskinan antargenerasi. Secara teknis PKH 
dilaksnakan oleh daerah kabupaten/kota melalui Dinas Sosial dan secara 
kewenangan pembuat kebijakan PKH menjadi tanggungjawab Kementerian 
Sosial. Kerjasama pemerintah pusat dan daerah ini di dukung dengan 
Peraturan Menteri Sosial nomor 18 tahun 2017 tentang Pelimpahan 
kewenangan dekonsentrasi dan penugasan tugas pembantuan kepada dinas 
sosial daerah provinsi dan dinas sosial kabupaten/kota. Sehingga dalam 
pelaksanaan PKH, pemerintah Kota Malang harus melaksanakan dan 
mengkoordinasikan tugas pembantuan lingkup kementerian sosial 
khususnya implementasi PKH agar dapat terlaksana dengan efektif dan 
efisien.  
2. Kerjasama Pemerintah dan Sektor Swasta 
Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat, suatu daerah dapat 
mengadakan kerja sama yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan 
efektivitas pelayanan publik serta saling menguntungkan. Pada konteks ini 
kerjasama merujuk pada pasal 363 UU Nomor 23 tahun 2014, bahwa 
kerjasama dapat dilakukan oleh daerah dengan daerah, daerah dengan pihak 
ketiga (lembaga non pemerintah/pihak swasta) dan daerah dengan lembaga 
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atau pemerintah daerah di luar negeri sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 
Kerjasama pemerintah dengan swasta sering didengar sebagai 
kemitraan antara sektor publik dan sektor privat. Terbatasnya keahlian, 
kemampuan dan juga anggaran dalam mensejahterakan masyarakat ini 
membuat pemerintah melakukan kerjasama dengan pihak swasta untuk 
mewujudkan semua kebutuhan publik yang pada dasarnya menjadi 
tanggungjawab pemerintah. Karena hal tersebut konsep Public Private 
Partnership (PPP) hadir sebagai jawaban untuk menciptakan dan juga 
meningkatkan sarana dan prasarana untuk memenuhi kebutuhan masyarakat 
melalui keterlibatan investor atau pihak swasta.  
Public Private Partnership (PPP) atau biasa disebut juga dengan 
Kerjasama Pemerintah Swasta (KPS) merupakan mekanisme pembiayaan 
alternatif dalam pengadaan pelayanan publik yang telah digunakan secara 
luas diberbagai negara khususnya negara maju.59 Pada konteks negara 
berkembang PPP dianggap sebagai cara yang paling baik untuk mengatasi 
hubungan dan interaksi yang kompleks dalamsuatu masyarakat modern 
berbasis jaringan(modern society network).60 
Secara teoritis pemisahan antara sektor publik dan privat masih dapat 
terjadi, akan tetapi secara praktis dinding pemisah diantara dua sektor ini 
mulai menghilang. Hal tersebut terjadi karena kerjasama dan koordinasi 
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telah menjadi bagian dari manajemen jaringan dan kompetisi telah menjadi 
bagian dari rejim pemerintahan.61 Sehingga dengan adanya keterlibatan 
sektor privat dalam pelaksanaan proyek pemerintah akan berdampak pada 
banyaknya kontrak atau perjanjian kerjsama antara pemerintah dengan pihak 
swasta dan juga dalam alokasi investasi serta dapat meningkatkan 
kesejahteraan masyarakat dan dapat menanggulangi kemiskinan.   
Mengacu pada penjelasan diatas kebijakan penanggulangan kemiskinan 
melalui PKH juga melibatkan sektor privat dalam pelaksanaannya. 
Beberapa sektor privat yang kemudian melaukan kerjasama dengan 
pemerintah yaitu, World Bank, UNICEF, ILO, Himpunan Bank Negara, 
PT.Telkom Indonesia dan LSM. Kerjasama pemerintah dengan sektor privat 
ini juga dibuktikan dengan Perjanjian Kerjasama berupa SK (Surat 
Keputusan) perjanjian dengan masing-masing aktor privat yang terlibat. 
F. Konsep Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development 
Goals) 
Menjadi masalah yang sangat urgent pada negara-negara berkembang serta 
beberapa negara maju lainnya kemiskinan telah menjelma sebagai persoalan 
global. Dalam penangannya masalah kemiskinan harus segera ditangani 
dengan konteks secara global dan dipahami bahwa kemiskinan merupakan 
masalah global. Pada salah satu program pembangunan berkelanjutan (SDGs) 
tanpa kemiskinan (no poverty) menjadi agenda prioritas utama dalam 
pencapaiannya. Hal ini berarti dunia bersepakat untuk meniadakan 
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kemiskinan dalam bentuk apapun di seluruh penjuru dunia, tidak terkecuali 
Indonesia.62 
Pembangunan berkelanjutan (sustainable development) merupakan suatu 
kegiatan pembangunan yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan generasi 
masa kini tanpa mengurangi hak pemenuhan kebutuhan pada generasi 
mendatang. Menurut UNDP (2010) tujuan pembangunan sendiri yaitu untuk 
menciptakan suatu lingkungan yangmemungkinkan bagi masyarakat untuk 
menikmati kehidupan dengan usia yang panjang, sehat, kreatif dan sejahtera. 
Pada hakekatnya pembangunan berkelanjutan bertujuan untuk meningkatkan 
kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat, serta untuk memperoleh 
pemerataan pembangunan antar generasi pada masa kini maupun masa 
mendatang.63 
Pada prinsipnya, pembangunan berkelanjutan melakukan pembangunan 
untuk memenuhi kebutuhan generasi masa kini tanpa mengorbankan 
kebutuhan generasi masa depan dengan tetap menitikberatan pada daya 
dukung lingkungan, pencapaian kesejahteraan dan keadilan sosial dan 
kelanjutan perekonomian. Selain itu pembangunan berkelanjutan juga 
memiliki 3 pilar utama yang saling berkesinambungan, diantaranya yaitu:64 
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1.  Keberlanjutan ekonomi, yakni menjaga pertumbuhan ekonomi yang 
stabil dengan merestrukturisasi sistem produktif untuk menghemat 
sumber daya dan energi. 
2.  Keberlanjutan sosial, yakni menjamin keadilan sosial dalam distribusi 
kekayaan dan pelayanan sosial. 
3. Keberlanjutan lingkungan, yakni dengan menjaga lingkungan tempat 
tinggal agar nyaman dan aman melalui zero emission. 
Secara umum konsep pembangunan berkelanjutan telah menjadi sebuah 
konsep yang sangat populer dan menjadi fokus dunia internasional sejak 
disahkannya pendekatan ini dalam KTT Bumi tahun 1992 di Rio de Jenairo 
Brazil. Munculnya fenomena pembangunan berkelanjutan ini membuat 
hampir seluruh negara-negara yang ada di dunia menggunakan jargon 
sustainable development dalam setiap pembangunan yang dilakukan. Hal 
inilah yang kemudian membuat negara-negara yang tergabung dalam salah 
satu organisasi internasional bersepakat untuk mewujudkan tujuan 
pembangunan berkelanjutan atau yang saat ini kita dengar dengan istilah 
Sustainable development goals (SDGs).   
Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau Sustainable Development Goals 
(SDGs) merupakan sebuah agenda kesepakatan pembangunan pada ranah 
internasional yang menjadi kelanjutan dari Tujuan Pembangunan Milenium 
atau Millennium Development Goals (MDGs).SDGs digagas oleh 
Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dengan melibatkan 194 negara, civil 
society, dan berbagai pelaku ekonomi dari seluruh penjuru dunia. Agenda ini 
 dibuat untuk menjawab tuntutan kepemimpinan dunia dalam mengatasi 














Sumber : Tujuan Pembangunan 
 
Konsep SDGs lahir pada Konferensi PBB di Rio de Jenairo tahun 2012 
dan kemudian ditetapkan pada 25 September 2015. Tujuan dan target tersebut 
meliputi 3 dimensi pembangunan berkelanjutan yaitu, lingkungan, sosial, dan 
ekonomi. Dalam menjaga keseimbangan tiga dimensi pembangunan tersebut, 
maka SDGs memiliki 5 pondasi utama yaitu manusia, planet, kesejahteraan, 
perdamaian, dan kemitraan yang ingin mencapai tiga tujuan mulia di tahun 
2030 berupa mengakhiri kemiskinan, mencapai keset
perubahan iklim. Kemiskinan masih menjadi isu penting dan utama, selain 
dua capaian lainnya.  Untuk mencapai tiga tujuan mulia tersebut, disusunlah 
17 tujuan global dengan 169 target yang dijadikan tuntunan kebijakan dan 
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pendanaan untuk 15 tahun ke depan dan diharapkan dapat tercapai pada tahun 
2030 
17 Tujuan Global Dari Sustainable Development Goals 
No Tujuan 
1 Tanpa kemiskinan Mengentas segala bentuk kemiskinan di seluruh 
tempat. 
2 Tanpa kelaparan Mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan 
dan perbaikan nutrisi, serta menggalakkan pertanian 
yang berkelanjutan. 
3 Kehidupan sehat dan 
sejahtera 
menggalakkan hidup sehat dan mendukung 
kesejahteraan untuk semua usia. 
4 Pendidikan berkualitas Memastikan pendidikan berkualitas yang layak dan 
inklusif serta mendorong kesempatan belajar seumur 
hidup bagi semua orang. 
5 Kesetaraan gender Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan 
perempuan. 
6 Air bersih dan sanitasi 
layak 
Menjamin akses atas air dan sanitasi untuk semua. 
7 Energi bersih dan 
terjangkau 
Memastikan akses pada energy yang terjangkau, bisa 
diandalkan, berkelanjutan dan modern untuk semua. 
8 Pekerjaan layak dan 
pertumbuhan ekonomi 
Memproosikan pertumbuhan ekonom berkelanjutan 
dan inklusif, lapangan pekerjaan yang layak untuk 
semua. 
9 Industri, inovasi dan 
infrastruktur 
Membangun infrastruktur kuat, mempromosikan 




Mengurangi kesenjangan di dalam dan di antara 
negara-negara. 
11 Kota dan komunitas 
berkelanjutan 
Membuat perkotaan menjadi inklusif, aman, kuat, 
dan berkelanjutan. 
12 Konsumsi dan 
produksi yang 
bertanggung jawab 




Mengambil langkah penting untuk melawan 
perubahan iklim dan dampaknya. 
14 Ekosistem laut Perlindungan dan penggunaan samudera, laut dan 
sumber daya kelautan secara berkelanjutan. 
15 Ekosistem darat Mengelola hutan secara berkelanjutan, melawan 
perubahan lahan menjadi gurun, menghentikan dan 
merehabilitasi kerusakan lahan, menghentikan 
53 
kepunahan keanekaragaman hayati. 
16 Perdamaian, keadilan, 
dan kelembagaan 
yang tangguh 
Mendorong masyarakat adil, damai, dan inklusif. 
17 Kemitraan untuk 
mencapai tujuan 
Menghidupkan kembali kemitraan global demi 
pembangunan berkelanjutan. 
 Sustainable Development Goals berisi 17 tujuan transformatif yang telah 
disepakati serta berlaku pada seluruh negara anggota PBB. Dalam tujuan 
pembangunan berkelanjutan tanpa kemiskinan menjadi poin penting yang 
sangat di prioritaskan untuk seluruh negara di dunia agar dapat segera di 
selsaikan. Tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs) mengusung hak-hak 
dasar kebutuhan manusia yang dirangkai melalui komitmen bersama antar 
seluruh negara anggota PBB di dunia. Melalui SDGs masalah kemiskinan 
diharapkan dapat terus ditanggulangi dan tidak lagi menjadi masalah global 
yang urgent  dan dituntut untuk diselesaikan.   
